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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber yaitu penerimaan pajak,
penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak dan negara sulit
untuk dipisahkan, karena pendapatan terbesar yang diterima negara berasal dari
pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua elemen masyarakat mempunyai andil dalam pemenuhan target
perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tidak terkecuali bendaharawan pemerintah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2003 yang dimaksud
bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan
pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari

bendaharawan pemerintah pusat dan daerah



baik provinsi, kabupaten, atau kota. Semua pihak yang melakukan kegiatan dengan
pengelolaan dana yang berasal dari APBN atau APBD harus melaksanakan
kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan, begitu pula dengan bendahara desa
yang memiliki kewajiban yang sama dengan bendahara pemerintah lainnya.

Dapat dikatakan bahwa organisasi desa merupakan struktur organisasi
pemerintah yang paling bawah. Namun, kontribusi bendahara desa dalam lingkup
perpajakan tidak boleh dianggap remeh. Dapat dilihat dari penggelontoran dana
desa yang selalu meningkat setiap tahunnya sehingga belanja desa juga meningkat
dan tentunya meningkatkan potensi penerimaan pajak. Berdasarkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa setiap
pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang
berlaku. Berdasarkan data dari situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), pemerintah pusat menganggarkan dana desa sebesar Rp60
triliun pada tahun 2018, realisasi dana yang dialokasikan mencapai Rp59,86 triliun
atau 98,77%. Tahun 2019, dana desa meningkat menjadi Rp70 triliun, realisasi dana
yang dialokasikan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%.
Tahun 2020 dan 2021, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp72 triliun.

Menurut Irwan dan Usman (2018) alokasi dana desa menimbulkan potensi
pajak yang cukup besar dan bervariasi sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.
Dana desa juga diharapkan dapat mewakili pemerintah dalam melayani masyarakat
serta mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh

masyarakat desa. Pajak atas belanja desa akan dipotong dan/atau dipungut oleh



bendahara desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa yang sekarang telah diubah dengan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa bendahara desa sebagai wajib
pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
kepedulian pemerintah mulai menjurus kepada pengelolaan keuangan desa yang
harus diatur sedemikian rupa, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan yang salah
satu isinya menjelaskan mengenai kewajiban bendahara desa dalam hal perpajakan.
Harwida (2018) menjelaskan kurangnya pelatihan teknis serta sosialisasi terkait
pemotongan/pemungutan pajak yang menyebabkan banyak bendahara desa yang
tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan belum sepenuhnya
memahami manfaat dari pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara desa.
Mereka belum memahami bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah menjadi
sumber pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah yang
berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia.

Salah satu bendahara pemerintah yang mengelola dana untuk keperluan
belanjanya adalah Bendahara Desa Punggulan. Desa Punggulan merupakan salah
satu desa yang berada di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara. Desa Punggulan sedang memajukan infrastrukturnya seperti
pembangunan drainase, jembatan plat ducker, dan rabat beton. Hal ini

menyebabkan cukup banyak potensi pajak yang dapat dipotong dan dipungut,



antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), 22 dan PPN. Nawawi (2017) menyatakan bahwa
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan
tertentu dan wajib pajak badan tertentu berkaitan dengan pembayaran atas
penyerahan barang, impor, dan penjualan barang sangat mewah. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 juga menyebutkan bendahara pemerintah merupakan pemungut PPN.
Sebagai bagian dari pemerintahan, desa diwakili oleh bendaharanya mempunyai
kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang kena pajak dan/atau
penyerahan jasa kena pajak kepada desa.

Selain memungut dan memotong PPh Pasal 4 ayat (2), 22 dan PPN,
Bendahara Desa Punggulan juga memungut dan memotong PPh Pasal 21.
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983, PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam
negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Punggulan, gaji
pegawai desa di Desa Punggulan tidak dipotong PPh Pasal 21 oleh pemotong pajak
karena gaji pegawainya masih rendah.

Kamil (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki
pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Bendaharawan Desa Punggulan mengatakan bahwa KPP Pratama Kisaran secara



berkala memonitor kegiatan perpajakan guna menambah pengetahuan, melakukan

sosialisasi perpajakan setidaknya sekali dalam satu semester dan mengimbau

kepada bendahara untuk melakukan pelaporan setiap tiga bulan.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meninjau kewajiban
pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22 dan PPN yang dilakukan
oleh bendaharawan pemerintah di Desa Punggulan dan menuangkannya dalam
karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA
PEMERINTAH DI DESA PUNGGULAN".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis tugas akhir ini antara
lain:

1) Bagaimana pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Desa
Punggulan?

2) Bagaimana pelaksanaan penyetoran pajak oleh Bendahara Desa Punggulan?

3) Bagaimana pelaksanaan pelaporan pajak oleh Bendahara Desa Punggulan?

4) Apakah pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan
pajak di Desa Punggulan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku?

5) Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan
pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini antara lain:



1)

2)

3)

4)

5)

Mengetahui pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh
Bendahara Desa Punggulan.

Mengetahui pelaksanaan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara
Desa Punggulan.

Mengetahui pelaksanaan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Desa
Punggulan.

Mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran,
dan pelaporan pajak di Desa Punggulan dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.

Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan

pemungutan pajak.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan

mengenai pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat

(2), 21, 22, dan PPN oleh Bendaharawan Desa Punggulan pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:
Bagi Akademik
Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang
cukup akurat untuk membantu mengembangkan penelitian dengan tema yang
serupa.

Bagi Pembaca



Karya tulis ini juga diharapkan dapat memberi gambaran atas pelaksanaan
pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendahara
pemerintah di Desa Punggulan sehingga dapat menambah wawasan dan
pengetahuan.
3. Bagi Desa Punggulan
Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi Desa
Punggulan dalam meningkatkan pemahaman perpajakan serta memperbaiki
kualitas pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
pajak.
1.6 Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang yang mendasari
penelitian ini dilakukan, menjelaskan rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang
lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika
penulisan karya tulis. Bab ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan secara
umum mengenai karya tulis tugas akhir ini.
BAB Il LANDASAN TEORI
Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah
yang akan dibahas dengan sumber yang bervariasi seperti buku, jurnal ilmiah,
peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang mendukung.
BAB IIl METODE DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang

digunakan dalam pengumpulan data dan menyajikan pembahasan mengenai topik



dalam karya tulis tugas akhir ini. Pembahasan dilakukan sesuai dengan data dan
fakta yang diperoleh oleh penulis mengenai pemotongan, pemungutan, penyetoran
dan pelaporan pajak oleh bendaharawan Desa Punggulan serta membahas kendala
yang dihadapi. Bab ini juga memaparkan profil singkat Desa Punggulan yang
meliputi visi dan misi, struktur organisasi beserta tugasnya.
BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran atas pembahasan
yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan memperhatikan kesesuaiannya

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	b4c34e24e96dccb287196255a7423e630105afcae2839070d5d449f4840972e1.pdf
	41077b807a616522ac2d7bec9546f5d97165bbfe225e0e10e87a32dad08ff1a7.pdf
	8bed7c6096d836e9a43630d1bde7c4f0d73dda38986881f887acc3db429bbb39.pdf
	d7a991d6ddc20e38585fbb1540a763b9d3c6620ba9f55576981fdce31508b613.pdf
	564b013c189e488b3c5c16ede07c572f942bf6609b3be9ec743a666c44471fd6.pdf




	5f0117ea2d245b20237300475b7da3ba595beb9147f97cb47a0ec3616e8125f5.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN
	944fedcf4b024b79fd3d663edd329246154a4d7d19650ac7c2a0147684ea0587.pdf
	8f7d8ce7c345927175b603487ce68c4ede6b72bbaaf491fe62cab004b16a7387.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN

	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	e8e2c5a938604a446d956de0aa1d92ee4dbd927fe0a7e29286257a7f9a79deda.pdf
	af97ee674454c0d0c7fb2397dacf888fe06b4e25f9c744f02a42bd84905629ac.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN


	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	700c941f1d9128279a146ef41d9800ee3296292727b3b2d49365caf3dfd7e099.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	TINJAUAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL KA
	PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	c1353a988990926f31895e0654341b5f2567ef1bd86fcd0639268acb47c70f37.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	930a43f2497a91f2cef76ced6c1a7198cd8d113dddf4342c6596c0150272af6d.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	fd13e490de64d0e7db34ff9911ade399817b243d88518b3571559890f51f1c46.pdf
	1. HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	4a9c14fef755f3272d59d03b9ebc7f98dc850de2a68a516c81d22b854b615dc4.pdf
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI
	PERNYATAAN KEASLIAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Ruang Lingkup Penulisan
	1.5 Manfaat Penulisan
	1.6 Sistematika Penulisan

	BAB II  LANDASAN TEORI
	2.1 Gambaran Umum Audit
	2.1.1 Bukti Audit
	2.1.2 Temuan Audit
	2.1.3 Materialitas
	2.1.4 Risiko Audit
	2.1.5 Independensi dan kompeten

	2.2 Pemeriksaan Keuangan Negara
	2.2.1 Ruang Lingkup Pemeriksaan keuangan negara
	2.2.2 Jenis pemeriksaan keuangan negara
	2.2.3 Unsur Pemeriksaan keuangan Negara

	2.3 Opini Audit
	2.3.1 Bentuk Opini

	2.4 Laporan Hasil Pemeriksaan

	BAB III  METODE DAN PEMBAHASAN
	3.1 Metode Pengumpulan Data
	3.1.1 Metode Studi Kepustakaan
	3.1.2 Metode Dokumentasi

	3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan
	3.2.1 Profil BPK RI
	3.2.2 Kementerian Kelautan dan Perikanan

	3.3 Temuan dan tindak lanjut atas Pemeriksaan LK KKP oleh BPK RI
	3.3.1 Temuan Pemeriksaan LK KKP Tahun 2018
	3.3.2 Temuan tahun 2019
	3.3.3 Temuan tahun 2020


	BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN
	4.1 Kesimpulan
	4.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	SURAT RISET
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERNYATAANLUS DARI TIM PENILAI
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	0a68e1798e06600b7c739a6257a304a040e085760730b607a78f59dd94469a11.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN
	c8c78331658b5f171d43d30938d8dfc40c6cb7aba4cba913ac0d777823ab6d70.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN

	PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	927c30389efccd4e95fe189124dcef374285b3258018695b22647fd9a5ca418b.pdf
	3b99d8d81fc6f04f2a4453cb15bd5147525ca0fae47cf2b54194dd9b82e27635.pdf

	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN Karya Tulis Tugas akhir
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	01a21a9fb2c969789246ba9a9ea641f042a29ba91f97406190d67f7651928abe.pdf
	1cabb25c816d2962d508eee4da6d4858b6673f566fdbe3e8296c1575176e7dfa.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN

	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	426062aa1f5828793313d381e83801260e3fb381f15ca958503b2bcd11099029.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN

	Akpem
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	LEMBAR PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	6e69c69994225717645bdde714cefdb0dda20a7b9a8e3d9b1579a06c035bc29f.pdf
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	Akkeu
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	Microsoft Word - KTTA_6-43_23_Taufiqurrohman Syahroni_1302191405
	PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN
	db17bd1b823acc44361667c93cb05280c211ee7cc497cd518fec2a0da8428691.pdf
	Arya Febrian Pamungkas_tandatangan
	Elvandro Septaldo_tandatangan
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	72cc8b2ccc33c8851bf64e1ff355d76f1efec1d2378da555e8c57bb859a07968.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN

	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR
	PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PERSETUJUAN

